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Abstrak

Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran pemakaian bahasa korupsi di
media massa sebagai stigma negatif dan terjadinya dekonstruksi makna korupsi
yang disebabkan oleh variasi penggunaan bahasa. Dalam analisis bahasa fungsional,
pemakaian kosakata dan kalimat yang ditulis di media massa menggambarkan
realitas sosial sesungguhnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif
dengan metode deskriptif analitis. Korpus penelitian ini adalah bahasa (kosakata)
korupsi yang digunakan majalah 7empo selama 20 edisi yang bertajuk tentang
korupsi. Data yang terkumpuldiklasifikasikan dan dianalisis sesuai dengan konteks
penggunaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majalah 7empo menggunakan
kosakata yang bermakna korupsi dalam beragam jenis, terdiri atas 47 kata dan 88
frasa. Hasil analisis sebagai berikut. (1) Luasnya penggunaan kosakata korupsi
menggambarkan beragamnya prilaku korupsi yang terjadi di tengah masyarakat. (2)
Kata korupsi banyak digunakan dalam bentuk lain, seperti idiom yang bermakna
pejoratif dan stigmatisasi. (3) Kata korupsi ditulis dalam bentuk metafora untuk
menggambarkan prilaku korupsi dengan makhluk atau benda lain yang memiliki
karakter jahat dan bermakna hukuman sosial. (4) Konteks yang ditampilkan lebih
pada bahwa korupsi merupakan kejahatan yang merugikan negara dan rakyat.

Kata kunci: hukuman sosial, korupsi, kontruksi, stigmatisasi, diksi, ragam makna

NEGATIVE STIGMA OF THE LANGUAGE OF CORRUPTION
IN THE MASS MEDIA NEWS

Abstract

This study aims to provide an overview of the use of the language of corruption
in the mass media as a negative stigma and the deconstruction of the meaning
of corruption caused by variations in language use. In the analysis of functional
language, the use of vocabulary and sentences written in the mass media describes
the social reality. The study used the qualitative approach with the descriptive
analytical method. The corpus was the language (vocabulary) of corruptionused by
Tempo magazine for 20 editions focusing on corruption. The collected data were
classified and analyzed according to the context of the use. The results showthat
Tempo magazine used vocabulary meaning corruption in various types, consisting of
47 words and 88 phrases. The results are as follows. (1) The extent of the use of the
vocabulary of corruption illustrates the variety of corrupt behaviors in our society.
(2) The wordcorruptionis widely used in other forms, such as idioms with pejorative
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and stigmatization meanings. (3) The word corruption is written in the form of a
metaphor to describe corrupt behaviors with other creatures or things that have evil
characters and mean social punishment. (4) The context shown is more on the fact
that corruption is a crime that harms the state and the people.

Keywords: social punishment, corruption, construction, stigmatization, diction,

variety of meanings

PENDAHULUAN

Maraknya tindakan korupsi yang
dilakukan para elite pemerintahan me-
ngantarkan Indonesia menjadi negara
darurat korupsi (Kompas, 2018). Ber-
bagai modus dan praktik untuk korupsi
semakin variatif dan tidak kehabisan
gagasan. Tindakan hukum formal ter-
hadap prilaku koruptif seperti tidak per-
nah jera bahkan ada kecenderungan ko-
rupsi menjadi sebuah budaya birokrasi
Indonesia (Pinandito, 2009). Dimensi
dan episentrumnya pun semakin me-
luas mulai dari birokrasi pemerintah
hingga lembaga keagamaan seperti
pesantren (Haryanto, 2010). Hukum
positif-formal seperti tidak dapat ber-
buat banyak menghilangkan kejahatan
luar biasa (extra-ordinary crime) ini, bah-
kan rekomendasi dan fatwa lembaga
keagamaan tentang haramnya korupsi
dan hukuman mati bagi koruptor pun
seperti tak dipedulikan (Rofii, 2015).
Lembaga penegak hukum berlomba
dengan munculnya kasus-kasus baru
yang tidak kalah mengerikan. Pendekat-
an hukum formal ini tidak akan se-
penuhnya menyelesaikan prilaku ko-
ruptif, karena korupsi menjelma men-
jadi penyakit mental manusia. Untuk
itu, diperlukan penguatan tindakan so-
sial yang dapat menghukum pelaku dari
aspek sosial dan moral kemasyarakat-
an. Dengan cara ini diharapkan akan
terbentuk perasaan takut terasing dan
terusir secara sosial.

Salah satu institusi yang berperan
dalam penegakan moral sosial adalan
pers melalui pemberitaannya. Pada
tahap tertentu pers bertindak sebagai
lembaga hukum sosial (¢7ial by the press).
Melalui gaya jurnalistik investigatif,
misalnya media bahkan lebih dulu
“menegakkan hukum” sebelum para
penegak hukum melakukan tindakan
hukum kepada para koruptor. Bebera-
pa kasus diusut hukum formal setelah
media memberitakannya. Apresiasinya
ini ditunjukkan pula masyarakat dalam
bentuk melaporkan kasus korupsi kepa-
da media bukan kepada aparat hukum.
Peran pers ini bahkan sejak masa Orde
Lama dan Orde Baru telah menjadi
lembaga yang mengawasi tindak ko-
rupsi melalui berbagai pemberitaannya
sekalipun mendapatkan tekanan dari
rezim penguasa (Padiatra, 2015). Pers
menggunakan kekuatan bahasa dalam
menerjemahkan kondisi dan realita
yang ditangkapnya. Secara umum, me-
dia massa menggunakan bingkai sikap
mendukung dalam pemberantasan ko-
rupsi. Dalam penelitian Mardikantoro
(2013) tajuk rencana Kompas, Republika,
Koran Tempo, Jawa Pos, dan Suara Merde-
ka bersikap mendukung pemberitaan
korupsi. Namun demikian, framing
ini tidak berdampak banyak para pe-
rubahan prilaku korupsi. Tekanan me-
dia yang terus-menerus diharapkan
menimbulkan rasa takut berbagai pihak
untuk melakukan tindakan korupsi.
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Dalam konteks hukum sosial ini,
penggunaan kosakata korupsi tidak
hanya dipahami secara ekonomis dan
politis dalam dimensi penyelenggaraan
negara yang bersih (good and clean gover-
nance). Dalam praktiknya, transformasi
makna korupsi diciptakan sedemikian
rupa terutama berkait dengan citra pe-
nyelenggara negara dan pemosisian
koruptor. Korupsi sebagai puncak dari
citra buruk stigmatisasi dari sebuah pe-
rilaku birokrasi menggerus kepercayaan
masyarakat terhadap penyelenggara
negara yang lalim. Meskipun demikian,
akhir-akhir ini makna korupsi semakin
degradatif dan menjadi lazim, karena
secara faktual sebaran atau spektrum
prilaku korupsi yang demikian luas dan
korupsi tidak selalu berarti menikmati
uang, tetapi dapat berbentuk kesalahan
administratif. Melemahnya “spirit”
makna bahasa korupsi tersebut meng-
indikasikan makin longgarnya hukum
sosial terhadap koruptor yang berlaku
di masyarakat. Apalagi kalau alasan
sistem yang menjadi biang terjadi-
nya korupsi semakin massif di tengah
masyarakat.

Wacana tentang korupsi di media
massa menjadi hal menarik dan seksi
dari segi bahasa karena hampir setiap
media massa tak henti-hentinya mem-
beritakan soal korupsi. Sebagai sebuah
wacana, teks tentang korupsi dapat
dikategorikan dalam teks wacana kritis,
mengingat secara umum wacana ko-
rupsi mengandung konflik yang sarat
dengan pertentangan, terutama pihak
yang melawan korupsi (diskursif) (Eri-
yanto, 2003). Wacana di media massa
tidak hanya berfungsi informatif peristi-
wa atau fenomena korupsi, namun juga
memberikan prasangka yang menjadi
bagian dari persepsi dan mengkondisi-

kan kognisi pembaca melalui berbagai
cara penyajian berita tersebut (Mul-
yana, 2000). Hampir semua ideologi
media massa berada di belakang pem-
berantasan korupsi, sekalipun strategi
pemberitaan (redaksional) disajikan
dalam beragam cara (Mardikantoro,
2013).

Penggunaan kosakata korupsi di-
lakukan untuk berbagai kepentingan
media massa. Kosakata korupsi juga
digunakan untuk berbagai bidang di
luar birokrasi yang ada. Secara seman-
tis, kosakata korupsi sudah mendapat-
kan perluasan makna, melalui beragam
bentukan: majasisasi dan idiomisasi.
Perluasan pemaknaan ini berimplikasi
pada pelebaran fungsi kosakata korupsi
dan pada gilirannya konstruksi makna
dan efeknya pun akan berbeda. Kera-
gaman konstruksi makna akan menarik
dikaji, terutama stigmatisasi sebab se-
tiap penggunaan kosakata korupsi
mensyaratkan hadirnya objek atau
subjek pemberitaan: koruptor. Dalam
KBBI (2008: 1340) stigma diartikan se-
bagai ciri negatif yang menempel pada
pribadi seseorang karena pengaruh
lingkungannya. Dalam konteks pene-
litian ini, stigmatisasi dapat dipahami
sebagai sebuah proses penegatifan se-
seorang karena korupsi yang dilakukan-
nya. Dalam suasana euforia reformasi,
seseorang yang dikategorikan koruptor
akan mendapatkan stigmatisasi buruk
di tengah sosial masyarakat. Di pihak
lain, media berperan menjadi “lemba-
ga hukum sosial” yang secara langsung
atau tidak langsung dapat mendeskre-
ditkan objek yang diberitakan. Pesan
terhakimi ini tercipta karena media
massa secara berulang membangun
citra koruptor sebagai persona yang
buruk secara sosial. Dalam kaitan ini,

164 | LITERA, Volume 17, Nomor 2, Juli 2018



perluasan penggunaan kosakata ko-
rupsi memungkinkan terjadinya per-
luasan hukum dan makna sosial yang
ada di masyarakat terhadap kata-kata
yang sinonimis dengan kata korupsi.
Pada satu sisi hal ini menunjukkan ke-
berhasilan media massa dalam menyo-
sialisasikan kata-kata baru versi media,
namun di pihak lain, kosakata korup-
si menjadi kata yang tidak sederhana
maknanya. Demikian pula, persepsi di
masyarakat tidak hanya tertuju pada
kosakata korupsi, tetapi kosakata lain
yang sepadan yang diperkenalkan pada
media massa.

Pemikiran di atas, menegaskan pen-
tingnya mengkaji konstruksi dan ragam
makna yang membangun stigmatisasi
dalam pemberitaan media massa se-
bagai hukum sosial. Dalam penelitian
ini, Tempo merupakan media yang
menarik untuk dikaji, mengingat dua
hal penting, yakni pemberitaan Tempo
merupakan pemberitaan dengan gaya
penulisan feature dan berjenis berita in-
vestigasi yang konsisten memberitakan
kasus korupsi. Kedua, Tempo merupa-
kan media yang telah banyak berkon-
tribusi pada pengembangan bahasa In-
donesia di media massa. Posisi Tempo
juga sebagai pelopor bahasa Indonesia
jurnalistik dan mendapatkan bebera-
pa penghargaan sebagai media yang
menggunakan bahasa Indonesia den-
gan baik. Tingkat kreativitas berbahasa
yang tinggi para redaktur Tempo, akan
menyebabkan keragaman penggunaan
diksi korupsi juga akan semakin vari-
atif.

Pengkajian terhadap bahasa ko-
rupsi yang dikonsumsi secara massif
oleh pengguna bahasa, dalam anali-
sis wacana kritis, dapat menggunakan
pendekatan politik yang terbuka, bertu-

juan untuk menyingkap ideologi yang
implisit maupun eksplisit yang tersaji
dalam bahasa yang jelas (Wray dkk,
1998). Konsep dasar wacana kritis ini
dapat diperoleh melalui beberapa pe-
mikir seperti van Dk (1980), Kress
(1984), Gee (1999), Fairclough (2003),
Heracleous (2006), De Fina, Schiffrin
dan Bamberg (2006), dan lain-lain.
Masing-masing tokoh ini memberi-
kan penekanan pada aspek-aspek yang
menjadi fokus kajian sesuai dengan
pendekatan yang digunakan, termasuk
unsur linguistik sebagai instrumen
dasar analisis.

Heracleous (2006) menjelaskan
bahwa analisis wacana lebih merupa-
kan sebuah instrumen (alat yang be-
kerja) dalam teori organisasi, sosiologi,
dan studi sastra, bukan sebuah metode
positivis dalam mencari aturan-aturan
umum yang aplikatif. Analisis wacana
lebih merupakan sebuah pendekatan
yang menekankan aspek makna de-
ngan cara menghubungkan sebuah teks
dalam konteks yang utuh dan konteks
sosial. Oleh karena itu, wacana tidak
akan bermakna tanpa kehadiran kon-
teksnya.

Keterjalinan antara kajian bahasa
dengan korupsi terdapat pada muara
karakter moral pengguna bahasa. Bah-
kan korupsi tidak hanya terjadi dalam
pengertian ekonomis, tetapi juga dalam
pemakaian bahasa (korupsi bahasa).
Prilaku ini tercermin dari penggunaan
bahasayangtidak mengindahkan aturan
main berbahasa dengan penalaran yang
sengkarut. Praktik ini biasanya dilaku-
kan oleh pihak yang menghegemoni
dan mendominasi masyarakat bahasa
(Kalitjernih, 2011). Dalam konteks ini
moralitas berbahasa relevan dengan
moralitas bernegara.
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METODE

Penelitian ini merupakan penelitian
kualitatif dengan pendekatan Kkritis
(Mulyana, 2001, Moleong, 2002).
Pendekatan ini memungkinkan digu-
nakan dalam menangkap fenomena
kekinian yang terdapat dalam pemberi-
taan media massa. Data bahasa dalam
media massa akan lebih mendalam dan
dapat diketahui nilai-nilai yang ter-
kandung di dalamnya apabila diham-
piri dengan pendekatan ini. Pendekat-
an ini pun memungkinkan peneliti ikut
serta dalam menafsirkan data-data ba-
hasa yang tersirat dan memberi tafsir
atas konstruksi konteks dan maksud
dari sebuah komunikasi massa tertulis.
Data penelitian ini dikumpulkan de-
ngan menggunakan teknik dokumen-
tasi. Data penelitian berupa wacana
pemberitaan tentang korupsi yang terbit
pada majalah Tempo yang diambil dari
20 edisi majalah Zempo yang bertopik
korupsi yang terbit sepanjang tahun
2011. Pemberitaan korupsi yang teri-
dentifikasi data mencakup semua per-
buatan korupsi yang diberitakan ma-
jalah ini. Data yang terkumpul diseleksi
berdasarkan topik korupsi, diklasifikasi
berdasarkan pengelompokan kosakata
dan frasa korupsi, dianalisis berdasar-
kan konteks penggunaan bahasa, dan
diberi makna secara leksikon maupun
kontekstual. Kosakata dan frasa yang
dalam konteks bahasa dapat dijadikan
representasi dari fakta yang diberita-
kan (Chaika, 1982). Kosakata dan frasa
yang digunakan diasumsikan meru-
pakan pilihan bahasa yang digunakan
Tempo untuk menyampaikan fenomena
yang diberitakannya sehingga dipan-
dang sebagai ideologi media (Hodge
dan Kress, 1993). Langkah berikutnya
adalah menafsirkan makna tekstual

dan kontekstual (idiomatik) dari ma-
sing-masing kosakata dan frasa yang
sudah diklasifikasi tersebut sesuai de-
ngan konstruksi pemberitaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Bentuk Bahasa Korupsi

Penggunaan kosakata di media
massa dapat menggambarkan kepen-
tingan media tersebut dan representasi
fakta dan peristiwa korupsi (Chaika,
1982; Hodge dan Kress, 1993). Kritik
media massa terhadap korupsi telah
berlangsung lama, misalnya dilakukan
Mochtar Lubis melalui koran yang
dipimpinnya, Indonesia Raya (Semma,
2008). Berdasarkan penelusuran ter-
hadap kosakata korupsi yang digu-
nakan majalah Tempo dalam 20 edisi
selama tahun 2011, terdapat beragam
kosakata yang mengacu pada beberapa
kategori, yakni dari aspek jenis kata da-
pat dikelompokkan ke dalam kategori
verba, kategori nomina, dan ketegori
ajektif. Berdasarkan ketegori makna,
dapat dikelompokkan dua kategori
yaitu makna konotatif dan makna de-
notatif. Sementara itu, berdasarkan
penyajian dapat dikategorikan bentuk
kata leksikon dan idiomatik. Kosakata
korupsi juga disebut tidak hanya ber-
wujud dalam bentuk kata, namun juga
dalam bentuk frasa yang ditulis dalam
konteks kalimat. Beberapa kata dan
frasa akan lebih jelas maknanya apabila
dicermati dalam kalimat atau paragraf
yang utuh. Oleh karena itu, pemak-
naan terhadap kosakata-kosakata yang
menggambarkan korupsi tidak hanya
dapat dipahami secara leksikal, namun
juga secara kontekstual.

Berdasarkan hasil analisis juga
ditemukan banyak istilah atau kosaka-
ta bermakna korupsi ini merupakan
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sinonim dari kata korupsi itu sendiri.
Sinonim digunakan untuk memberikan
penjulukan (labeling) terhadap pelaku
atau perbuatan korupsi. Dengan cara
ini diharapkan terjadi stigmatisasi dan
pencitraan yang buruk terhadap pelaku
korupsi atau perbuatan korupsi terse-
but. Dalam praktiknya, kosakata-ko-
sakata tersebut digunakan secara beru-
lang pada edisi-edisi majalah Tempo
yang menjadi subjek penelitian ini.
Sesungguhnya penggunaan kosa-
kata korupsi sudah tergambar dalam
media massa sejak masa Orde Lama,
dapat dilihat dari tajuk yang ditulis
Mochtar Lubis dalam Indonesia Raya.
Beragam kosakata sarkasme yang digu-
nakan Mochtar Lubis untuk menyam-
paikan kritik terhadap praktik korupsi
di masa Orde Lama, misalnya kosakata
“republik pisang” dan “pengusaha ok-
topus” yang bersifat ideomatik. Selain
itu, kosakata yang digunakan tampak
sarkasme dan menunjukkan “kemarah-
an” seorang Mochtar Lubis, misalnya
kosakata “negara garong”, “tauke”
“penggarongan di siang bolong”, “ge-
rombolan kaum koruptor”, “bandit”,
dan “cukongisme” (Anshori, 2018).
Berdasarkan data-data pada ma-
sing-masing edisi, tampak bahwa bebe-
rapa kosakata dan diksi yang sama di-
gunakan antara satu edisi dengan edisi
berikutnya. Selain itu, majalah Tempo
juga membuat atau memunculkan ko-
sakata lain dari kosakata korupsi yang
merupakan varian dari istilah atau ko-
sakata sebelumnya. Namun demikian,
semua kata yang menggambarkan ko-
rupsi ini bermakna buruk (pejoratif)
sebagaimana kata korupsi itu sendiri.
Data-data di atas dapat dikelompok-
kan pada berbagai karakter pemakai-
an bahasa, sesuai dengan kepentingan

dan maksud yang hendak disampaikan
majalah Tempo. Apabila dilihat dari
wujud lingual (kata atau frasa) bahasa,
diksi yang menggambarkan kosakata
korupsi dalam Tempo ditemukan lebih
kurang sebanyak 47 kata dan 87 frasa
atau sebanyak 134 diksi sebagaimana
digambarkan pada tabel 1.
Berdasarkan tabel 1, apabila dilihat
dari aspek wujud bahasa (bentuk lin-
gual), diksi yang menjelaskan korupsi
lebih banyak dibangun dalam bentuk
frasa dibandingkan dengan kata. Hal
ini dimungkinkan terjadi karena frasa
lebih banyak memberi pemahaman
dan variasi dibandingkan dengan kata.
Kata ‘vang’ misalnya tidak memberi
banyak makna, namun apabila diben-
tuk dalam frasa, maka akan muncul
beragam frasa, baik idiomatik maupun
atributif, seperti ‘uang sogokan’, ‘uang
semir’, ‘vangjasa’, ‘uang pelicin’, ‘uvang
persahabatan’, ‘uang muka’, dan ‘uang
haram’. Demikian pula kata ‘transaksi’
dan ‘makelar’ dapat dikembangkan da-
lam bentuk frasa ‘transaksi gelap’, ‘tran-
saksi haram’, ‘transaksi mencurigakan’,
‘transaksi ilegal’, ‘transaksi janggal’ dan
‘makelar pajak’, ‘makelar proyek’, dan
‘makelar anggaran’. Dengan kata lain,
kata lebih “sempit” dalam menjelaskan
makna korupsi yang dalam praktiknya
dilakukan dengan beragam perilaku.
Frasa yang digunakan majalah Tempo
dapat terdiri atas dua kata atau lebih
dengan beragam fungsi atau struktur.
Hal ini menandakan bahwa kosakata
korupsi dapat dipergunakan secara luas,
termasuk dalam struktur keterangan.
Penggunaan kata “uvang” yang tidak lagi
positif diharapkan dapat memberikan
catatan moral bahwa uang hasil haram
tidak akan memberikan kebaikan bagi
pelaku korupsi. Kosakata dalam kon-
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Tabel 1 Kategori Diksi Korupsi

No.

Kategori Diksi/Kosakata Korupsi

1

Kata 1) bancakan, 2) bandit, 3) bermain, 4) calo, 5) fee, 6) gangsir,
7) gratifikasi, 8) insentif, 9) imbalan, 10) jatah, 11) jualan, 12)
kebocoran, 13) kongkalikong, 14) komisi, 15) kakerlak, 16) kiriman,
17) kolusi, 18) kejahatan, 19) kerugian, 20) makelar, 21) mafioso,
22) menggarong, 23) manipulasi, 24) menyogok, 25) mengerek, 26)
menyalahgunakan, 27) menggerogoti, 28) nepotisme, 29) ongkos,
30) operasi, 31) patgulipat, 32) pelicin, 33) perpatronan, 34)
perkoncoan, 35) perampokan, 36) pengisapan, 37) penyelewengan,
38) penyimpangan, 39) persekongkolan, 40) rasuah, 41) rezeki, 42)
sogokan, 43) suap, 44) skandal, (45) setoran, 46) selingkuh, 47) upeti

Frasa 1) apel washington, 2) apel malang, 3) bau busuk, 4) bau bacin, 5) bau
amis, 6) biaya komitmen, 6) bunker korupsi, 7) bursa pasal, 8) bagi-
bagi anggaran, 9) buka jasa, 10) commitment fee, 11) calo anggaran,
12) cek haram, 13) dana ilegal, 14) dana gelap, 15) duit haram, 16)
duit sebakul, 17) duit kotor, 18) duit tak halal, 19) celengan buncit,
20) episentrum korupsi, 21) fee proyek, 22) gangsir anggaran, 23)
gerombolan penjahat, 24) investasi awal, 25) jasa pengawalan, 26)
jatah anggaran, 27) jatah komisi, 28) kotak sumbangan, 29) ladang
emas, 30) makelar anggaran, 31) mengawal anggaran, 32) mengijon
proyek, 33) mengatur permainan, 34) meraup untung, 35) makelar
pajak, 36) menyalahgunakan jabatan, 37) mata pencaharian, 38)
memperjualbelikan kuota, 39) mengais rezeki, 40) menggangsir
uang publik, 41) memperkaya diri, 42) mafia pajak, 43) ongkos
politik, 44) ongkos komitmen, 45) praktek haram, 46) penggelapan
dana, 47) pengelembungan biaya, 48) pelahap proyek, 49) percaloan
anggaran, 50) politik uang, 51) perdagangan pengaruh, 52) para
pencuri, 53) praktek tak terpuji, 54) praktek kotor, 55) percaloan
izin, 56) penyimpangan tender, 57) pencurian uang publik, 58)
penggelapan APBD, 59) pencucian uang, 60) rekening gendut, 61)
rekening jumbo, 62) rekening mencurigakan, 63) rekayasa anggaran,
64) setoran gelap, 65) syahwat melahap dana, 66) skenario jahat, 67)
success fee, 68) sarang penyamun, 69) sangu uang, 70) skandal kakap,
71) transaksi mencurigakan, 72) transaksi gelap, 73) transaksi haram,
74) transaksi janggal, 75) tanda terima kasih, 76) tarif sedekah, 77)
tambang penghasilan, 78) uang semir, 79) uang haram, 80) uang
sogok, 81) uang muka, 82) uang pelicin, 83) uang jasa, 84) uang
persahabatan, 85) uang lelah, 86) umpan-umpan, 87) ucapan terima
kasih

teks ini menggambarkan bagaimana pat dikelompokkan ke dalam struktur
moralitas koruptor (Kalidjernih, 2011). atau fungsi subjek, predikat, objek, dan
Baik kata maupun frasa apabila dilihat keterangan. Namun demikian, kate-
dari kesamaan makna (sinonim) da- gori fungsi ini merujuk pada prilaku
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yang sama: korupsi. Khusus diksi yang
merujuk pada subjek (pelaku), kata
atau frasa dapat berimplikasi dalam
memberikan stigmatisasi dan penci-
traan buruk secara sosial. Stigmatisasi
dilakukan untuk memberikan efek jera
atau efek malu bagi pelakunya. Dengan
demikian, diharapkan prilaku atau per-
buatan buruk tersebut dapat dihindari
oleh setiap orang.

Berdasarkan hal di atas, jelas stig-
matisasi bagi pelaku dilakukan majalah
Tempo. Hal ini mengindikasikan ke-
berpihakan Tempo terhadap pemberan-
tasan dan penegakkan hukum masalah
korupsi. Melalui struktur dan ekspresi
bahasa, keberpihakan tersebut tergam-
bar secara jelas (Mardikantoro, 2014).
Tempo menyebut koruptor dengan be-
berapa kosakata dengan tingkatan efek
stigma yang berbeda. Label-label terse-
but semuanya mengandung makna pe-
joratif bagi para penyandangnya.

1. Stigmayangjauh lebih keras (kasar):
‘bandit’, ‘calo’, ‘kakerlak’, ‘make-
lar’, ‘mafioso’, ‘calo anggaran’,
‘gangsir’, ‘gerombolan penjahat’,
‘makelar anggaran’, ‘makelar pajak’
‘mafia pajak’, ‘pelahap proyek’, dan
‘para pencuri’.

2. Stigma sarkasme (disfemisme) dari
koruptor dengan sebutan calo,
makelar, mafia, penjahat, dan pen-
curi merupakan bentuk kejahatan
yang paling konkret dan musuh pa-
ling nyata dalam masyarakat.
Berdasarkan struktur predikat, kata

korupsi dikembangkan dalam banyak

frasa yang semuanya menggambarkan
prilaku yang dilakukan oleh koruptor.

Kata-kata berikut memberikan gambar-

an betapa jahatnya prilaku koruptor da-

lam menyedot uang rakyat: ‘bancakan’,

‘bermain’, ‘gratifikasi’, ‘kebocoran’,

‘kongkalikong’, ‘kolusi’, ‘mengerek’,
‘menyalahgunakan’, ‘menggerogoti’,
‘nepotisme’, ‘kejahatan’, ‘kerugian’,
‘menggarong’, ‘manipulasi’, ‘menyo-
gok’, ‘operasi’, ‘patgulipat’, ‘perpa-
tronan’, ‘perkoncoan’, ‘perampokan’,
‘pengisapan’, ‘penyelewengan’, ‘pe-
nyimpangan’, ‘persekongkolan’, ‘skan-
dal’, ‘setoran’, dan ‘selingkuh’. Kata
‘bancakan’ memberi makna bahwa
korupsi dilakukan secara bersama-
sama. Kata ini sejajar dengan ‘perpa-
tronan’, ‘perkoncoan’, ‘patgulipat’, dan
‘persekongkolan’.

Sementara itu, kata ‘penyeleweng-
an’ dan ‘penyimpangan’ memberikan
pemahaman bahwa perilaku korupsi
bukan pekerjaan yang benar dan dibe-
narkan. Perilaku menyeleweng dan me-
nyimpang seharusnya dipandang seba-
gai anomali dalam masyarakat.

Sebagai objek, korupsi digambar-
kan dengan kata-kata yang menjelas-
kan uang (benda) yang dikorupsi atau
hasil korupsi (korupsian). Kata lain
dari hasil korupsi ini ditulis majalah
Tempo dengan kata-kata yang sangat
keras (kasar): fee, ongkos, jatah, insen-
tif, komisi, pelicin, imbalan, jualan,
kiriman, rasuah, rezeki, upeti, sogok-
an, suap, apel washington, apel ma-
lang, biaya komitmen, commitment fee,
cek haram, dana ilegal, dana gelap, duit
haram, duit sebakul, celengan buncit, fee
proyek, investasi awal, jatah anggaran,
jatah komisi, kotak sumbangan, ladang
emas, mata pencaharian, duit tak halal,
ongkos politik, ongkos komitmen, duit
kotor dan lain-lain. Kata ‘upeti’ meng-
ingatkan kita pada masa pemerintahan
kolonial Belanda yang selalu menarik
‘upeti’ dari kaum pribumi. Dari segi ini
‘upeti’ menunjukkan bahwa bangsa kita
sesungguhnya belum merdeka, karena
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harus membayar ‘upeti’ kepada bangsa
sendiri. Kata ‘dana ilegal’, ‘dana ge-
lap’ atau ‘duit haram’ memberikan pe-
mahaman bahwa korupsi merupakan
kegiatan ‘hitam’ yang diharamkan baik
oleh agama maupun hukum dan nilai
sosial. Kosakata ‘haram’ menunjukkan
bahwa hukum terhadap korupsi bukan
hanya diberikan secara sosial, tetapi
juga agama. Oleh karena itu, hukuman
kepada koruptor bukan hanya berben-
tuk hukuman moral-sosial, namun juga
hukuman nilai agama (Haryanto, 2010)
dan bahkan dengan sindiran syair lagu
(Kurniawan, 2009).

Secara fungsi ajektif, korupsi dalam
diwakili oleh idiom ‘bau bacin’, ‘bau
busuk’ atau ‘bau amis’. Korupsi meru-
pakan pekerjaan yang menyebarkan
bau kepada pelaku dan keluarganya.
Kata sifat ini hendak menunjukkan
bahwa prilaku korupsi seharusnya lebih
memalukan daripada kejahatan lain-
nya. Akibatnya, rasa malu jauh lebih
besar daripada rasa berdosa dirasakan
oleh pelakunya. Banyak pelaku korupsi
yang tidak dapat bermasyarakat atau
bahkan tidak diterima di masyarakat
karena sudah mendapatkan stereotif
buruk di tengah masyarakat.

Makna dan Stigma Negatif Bahasa
Korupsi

Berdasarkan makna yang dikan-
dung, kosakata atau diksi korupsi dapat
dikelompokkan ke dalam makna idi-
omatif, leksikon, metafora, eufemisme,
dan disfemisme. Hal ini sesuai dengan
ketajaman kritik atau pemberitaan yang
disampaikan media (Anshori, 2018;
Mardikantoro, 2014). Pengelompok-
kan ini hanya didasarkan pada kecen-
derungan makna yang dibangun dalam
kosakata-kosakata yang dihasilkan. Se-

sungguhnya mungkin akan dihasilkan
kategori pengelompokkan makna yang
lainnya yang tidak dilakukan dalam
analisis di sini. Berdasarkan kategori di
atas, makna diksi korupsi dapat digam-
barkan pada tabel 2.

Berdasarkan kategori makna di ta-
bel 2, makna idiomatik tercermin dari
penggunaan kata-kata yang menunjuk-
kan makna yang bukan sesungguhnya
(konotatif). Kata-kata ini digunakan
majalah Tempo untuk memberikan
gambaran korupsi sebagai prilaku yang
memiliki banyak dimensi mengingat
luasnya spektrum korupsi (Haryanto,
2010). Makna idiomatik tercermin dari
kata-kata: bermain, jualan, kebocoran,
operasi, mengerek, pelicin, rezeki, sel-
ingkuh, bau busuk, bau bacin, bau amis,
biaya komitmen, buka jasa, cek haram,
dana gelap, duit haram, duit kotor,
jasa pengawalan, investasi awal, kotak
sumbangan, ladang emas, mengawal
anggaran, mata pencaharian, men-
gais rezeki, ongkos komitmen, praktek
haram, penggelapan dana, perdagan-
gan pengaruh, praktik kotor, penggela-
pan APBD, setoran gelap, transaksi ge-
lap, tanda terima kasih, uang pelicin,
tambang penghasilan, uang semir, uang
haram, uanglelah, umpan-umpan, uang
persahabatan dan lain-lain. Dalam kata
‘bermain’ kita memahami bahwa koru-
psi terjadi karena adanya ‘permainan’
dari pihak-pihak tertentu dalam menga-
lokasikan anggaran negara atau meng-
gunakan anggaran negara. Oleh karena
itu korupsi berkait dengan persoalan
kekuasaan negara (Pinandito, 2009;
Semma, 2014). Menggembungkan ang-
garan, misalnya, disebut majalah Tempo
dengan kosakata ‘mengerek’ anggaran.
Selain itu, terdapat idiomatik ‘jualan’
yang maknanya hampir sama dengan
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Tabel 2. Kategori Makna Diksi Korupsi

No.

Kategori

Diksi/Kosakata Korupsi

1

Idiomatik

Metafora

Leksikon

Eufemisme

Disfemisme

bermain, jualan, kebocoran, operasi, mengerek, pelicin, rezeki,
selingkuh, bau busuk, bau bacin, bau amis, biaya komitmen, buka
jasa, cek haram, dana gelap, duit haram, duit kotor, jasa pengawalan,
investasi awal, kotak sumbangan, ladang emas, mengawal anggaran,
mata pencaharian, mengais rezeki, ongkos komitmen, praktek
haram, penggelapan dana, perdagangan pengaruh, praktek kotor,
penggelapan APBD, setoran gelap, transaksi gelap, tanda terima
kasih, uang pelicin, tambang penghasilan, uang semir, uang haram,
uang lelah, umpan-umpan, uang persahabatan, mengatur permainan,
transaksi haram, commitment fee, success fee, menyalahgunakan jabatan,
pelahap proyek, ucapan terima kasih

apel washington, apel malang, bunker korupsi, bursa pasal, duit
sebakul, celengan buncit, rekening gendut, pencucian uang, rekening
jumbo, sarang penyamun, skandal kakap

bancakan, fee, gratifikasi, insentif, jatah, kongkalikong, kiriman,
kolusi, kejahatan, kerugian, manipulasi, menyogok, menggerogoti,
nepotisme, ongkos, patgulipat, perpatronan, perkoncoan,
persekongkolan, rasuah, sogokan, suap, skandal, bagi-bagi anggaran,
dana ilegal, episentrum korupsi, fee proyek, jatah anggaran, jatah
komisi, meraup untung, memperjualbelikan kuota, memperkaya
diri, ongkos politik, pengelembungan biaya, politik uang, rekayasa
anggaran, skenario jahat, sangu uang, transaksi janggal, uang sogok

tarif sedekah, uang jasa, duit tak halal, praktek tak terpuji,
penyimpangan tender, rekening mencurigakan, uang muka, imbalan,
komisi, menyalahgunakan, penyelewengan, penyimpangan, transaksi
mencurigakan

gerombolan penjahat, mafia pajak, percaloan anggaran, syahwat
melahap dana, uang sogok, pencurian uang publik, para pencuri,
mengijon proyek, makelar anggaran, makelar pajak, gangsir
anggaran, calo anggaran, menggangsir uang publik, percaloan izin,
bandit, calo, gangsir, setoran, upeti, kakerlak, makelar, mafioso,
menggarong, perampokan, pengisapan

‘buka jasa’, dan ‘perdagangan penga-
ruh’, yaitu menggunakan kekuasaan
untuk mencari kekayaan sebanyak-ba-
nyaknya (memperkaya diri). Kata ‘ge-
lap’ sebagai pokok idiomatik ‘setoran
gelap’, ‘transaksi gelap’, ‘penggelapan
dana’, dan ‘penggelapan APBD’, yang
menunjukkan makna sebuah kegiatan

korupsi, bukan kegiatan di ruang gelap.
Makna idiomatik korupsi berkait de-
ngan kekuasaan negara yang disele-
wengkan penyelenggara yang tidak
amanah (Semma, 2014).

Sementara itu, beberapa kosakata
korupsi dapat dimaknai secara metafo-
ra: apel washington, apel malang, bun-
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ker korupsi, bursa pasal, duit sebakul,
celengan buncit, rekening gendut, pen-
cucian uang, rekening jumbo, sarang
penyamun, skandal kakap. Frasa ‘apel
malang’ dan ‘apel washington’ diguna-
kan untuk menunjukkan uang rupiah
dan uang dolar. Uang diumpamakan
dengan buah-buahan. Sementara itu,
korupsi juga diumpamakan dengan
tempat persembunyian, sehingga di-
gunakan kata ‘bunker korupsi’. Frasa
‘celengang buncit’ ‘rekening gendut’,
‘rekening jumbo’, dan ‘duit sebakul’
merupakan metafora dari uang korupsi
dalam jumlah banyak. Sementara itu
lembaga DPR diumpamakan sebagai
‘sarang penyamun’ (tempat para pen-
curi mencari barang jarahannya). Prak-
tik yang sering dilakukan para koruptor
untuk menghilangkan modus korupsi
adalah dengan menggunakan uang ha-
sil korupsi untuk usaha ekonomi atau
asuransi. Kegiatan tersebut diumpama-
kan sebagai ‘pencucian uang’. Makna
metafora berkait dengan permainan
bahasa untuk sebuah kepentingan
kekuasaan sehingga makna yang diben-
tuk hanya pihak-pihak tertentu yang
mengetahui (Kress, 1984).

Dalam praktik jurnalistik, majalah
Tempo juga menggunakan eufemisme
untuk menyebut kegiatan korupsi. Ma-
jalah Tempo menggunakan kata-kata:
tarif sedekah, uang jasa, duit tak ha-
lal, praktek tak terpuji, penyimpangan
tender, rekening mencurigakan, uang
muka, imbalan, komisi, menyalahgu-
nakan, penyelewengan, penyimpang-
an, dan transaksi mencurigakan. Kata
atau frasa ini tampak lebih halus dan
santun, padahal makna yang dimaksud
sama dengan makna ‘korupsi’. Dalam
beberapa berita, karena menyangkut
pihak yang memahami agama, Tem-

po menyebut kegiatan korupsi seba-
gai ‘tarif sedekah’. Dalam kegiatan
birokrasi apalagi dalam soal perizinan,
antara upeti, jatah, komisi, dan sedekah
sulit dibedakan, namun semuanya ber-
muara pada kata ‘korupsi’. Frasa ‘uvang
jasa’, ‘duit tak halal’, dan ‘praktik tak
terpuji’ merupakan bentuk kesantunan
dari kegiatan korupsi. Pada kesempa-
tan lain, majalah Tempo menyebut ko-
rupsi sebagai ‘duit haram’, dan ‘prak-
tik haram’. Kata ‘menyalahgunakan’,
‘penyelewengan’ dan ‘penyimpangan’
mempunyai makna yang sama: pelang-
garan aturan dan berhubungan dengan
kekuasaan. Korupsi terjadi karena ke-
tiga kata tersebut sehingga perilaku
koruptor menjadi tidak sesuai dengan
aturan. Eufemisme menjadi sebuah
praktik berbahasa yang menyembunyi-
kan makna karena budaya feodalisme
atau ketidakjujuran (Semma, 2014; An-
shori 2018).

Majalah Tempo juga menggunakan
kosakata korupsi dengan kata atau
frasa yang bermakna disfemisme atau
sarkasme, seperti ‘gerombolan pen-
jahat’, ‘mafia pajak’, ‘percaloan ang-
garan’, ‘syahwat melahap dana’, ‘uang
sogok’, ‘pencurian uang publik’, ‘para
pencuri’, ‘mengijon proyek’, ‘makelar
anggaran’, ‘makelar pajak’, ‘gangsir
anggaran’, ‘calo anggaran’, 'menggang-
sir uang publik’, ‘percaloan izin’, ‘ban-
dit’, ‘calo’, ‘gangsir’, ‘setoran’, ‘upeti’,
‘kakerlak’, ‘makelar’, ‘mafioso’, ‘meng-
garong’, ‘perampokan’ dan ‘pengisa-
pan’. Kata dan frasa tersebut seharus-
nya membuat pelaku tersadarkan bah-
wa betapa masyarakat Indonesia sangat
marah dengan perilaku korupsi mereka,
sehingga media massa merepresentasi-
kan kemarahan publik dengan bahasa-
bahasa seperti tersebut (Chaika, 1982;
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Mardikantoro, 2014; Anshori 2018).
Kata ‘bandit’, ‘calo’, ‘makelar’ sebe-
narnya tidak layak disandang para ko-
ruptor yang umumnya termasuk ‘kelas
atas’ masyarakat Indonesia. Namun,
anehnya mereka melupakan bahwa
julukan-julukan tersebut akan disemat-
kan kepada pelaku korupsi karena per-
buatan tersebut termasuk perbuatan
nista. Dengan kata-kata tersebut fram-
ing Tempo sangat jelas, bersama-sama
rakyat membenci perbuatan korupsi
(Mardikantoro, 2014).

SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, pene-
litian ini dapat disimpulkan bahwa
luasnya penggunaan kosakata koru-
psi menggambarkan beragamnya pe-
rilaku korupsi yang terjadi di tengah
masyarakat kita. Berdasarkan analisis
ditemukan sebanyak 47 kata dan 88
frasa yang sinonim dan menggamkan
kosakata korupsi. Penggunaan kata ko-
rupsi banyak digunakan dalam bentuk
lain, seperti idiom yang bermakna pejo-
ratif. Hal ini berarti bahwa makna-mak-
na yang dilahirkan dari kosakata korup-
si semua menunjukkan keburukan yang
dipahami masyarakat. Stigmatisasi ini
diharapkan dapat menyebabkan pelaku-
nya merasa malu dan jera. Kosakata ko-
rupsi ditulis dalam pemberitaan Tempo
lebih banyak menggunakan metafora
untuk menggambarkan prilaku korup-
si dengan makhluk atau benda lain yang
memiliki karakter jahat. Sementara itu,
konteks yang ditampilkan lebih pada
bahwa korupsi merupakan kejahatan
yang merugikan negara dan rakyat.
Korupsi ini ini digambarkan dalam
beragam konteks kalimat yang melam-
bangkan beragam perilaku korupsi di

berbagai lapisan birokrasi dan dunia
politik Indonesia. Apabila mengacu
kepada pendapat para ahli bahwa kata
dan kalimat menggambarkan realitas,
beragam kosakata yang digunakan me-
dia menggambarkan mengguritanya
praktik korupsi di Indonesia.
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